
GUBERNUR LAMPUNG

fJ#3HH,ifr",Hxi*ff i#1.
TENTAIVG

*ilHffi ffi*i*^p"E1'3gg6**,*
Menimb

Mengingat

GUBERTYUR LAtrIPUNG,
ang : a. bahwa berda

sggffiffi;s*;*,;ffi*
b. bahwa sehub

"ffi,g.g,HT**H..l*.,trx:,t_*,,",H#r,

jNll
'*:u+;*,m**t**_*ri-,ffi 

.mr.anun 2022;i *msmffi
r**n*r:i.;xt#*#.i" jj. ;tH"fr3i,,,:x,,ff;";;1urg;q,gprS*mugg"i._xrrm

)



-4-

LAMPIRAN KEPUTUSAN ERNUR
NOMOR : c /8.03
T AL:

Pj

UDIN

NARASUTIBER' MODERATOR, DAIT PEUBAWA ACARA PADA IEGIATAN RAPATKooRDIIYASI PENGELoLAA.II JARTNGAIT DoKt uElyrAsr DAIY INToRMASIHUrruu (JDrHf pRovrilsr LAMPTTNG TAHUN 2023

LAMPUNG
/HK/2024
- 2024

G

L Narasumber

1' Pusat JDIH Nasionar Badan pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukumdan HAM Republik Indonesia
2. Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik provinsi Lampung
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah provinsi Lampung.
4. Kabag. Perundang undangan provinsi Biro Hukum Setdaprov Lampung
5. Pengelola Aplikasi dan Website JDIH provinsi Lampung.

II. Moderator

l.Heli Noviyanto, sH (Analis Hukum Ahri Muda pada Biro Hukum sekretariatDaerah provinsi Lampung.
2' M' Rifaldi suhendro, SrTr,Ir (penyusun Abtsraksi Hukum pada Biro HukumSekretariat Daerah provinsi Lampungl.

III' Pembawa Acara : Nurlia Febriati, SH (pengelola Informasi produk hukumBiro Hukum Sekretariat baeran provinsi t,ampune).



,'

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun
2019 tentang Standar Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum;

7. Peraturan Daerah Provinsi l,ampung Nomor 15 Ta,hun 2024
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi l,ampung Tahun Anggaran 2024;

8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi
Lampung;

9. Peraturan Gubernur Iampung Nomor 21 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggxan 2024.

MEMUTUSKAN:

I(EPUTUSAII GUBERITUR TENTANG PENUNJUI(AN NARASUMBER,
MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN RAPAT
KOORI'IITASI PEITGELOLAAN JARINGAT{ DOKUMENTASI DAN
IIYTORUAST HTTI(UM (.IDIHI PROVITSI LAMPUNG TAHUN 2024.
Menunjuk Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara pada Kegiatan
Rapat Koordinasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Daerah Provinsi Lampung Tahun 2O24, dengan susunan
personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Menetapkan

KESATU

KETIGA

: Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara pada kegiatan Rapat
Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai
tugas sebagai berikut:
a. Narasumber:

1. menyusun dan mempersiapkaa materi sesuai dengan tema
kegiatan Rapat Koordinasi; dan

2. menyampaikan materi yang sudah disusun pada kegiatan Rqpat
Koordinasi.

b. Moderator:
1. mendampingi Narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi; dan
2. mengatur jalannya penyampaian materi pada saat pelaksanaan

Kegiatan Rapat Koordinasi.
c. Pembawa Acara:

memandu jalannya seluruh rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi.
: Biaya yang dikeluarkan 

- 
akibat ditetapkannya Keputusan inidibebankan kepada perubahan Anggaran pendapatan'aan g"f"rri,

?f:.1.rt_.k rinsi Lampung pada D?kum"" p"f"i"""u""*;&;i;
(DPA) Biro Hukum Sekretariat Daerah provinsi f,"*p""g TJr.,
|nggq* 2024 pad,a Kegiatan Fasilitasl penJrusunan peraturan
l"-t9llg undangan aengan Kode Rekening 5.1.2.01.01.52 dan5.1.2.02.01.03.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber, Moderator, dan pembawa
Acara diberikan honorarium i 1ot"y Ufi t"gi"i* a"rrg., berpedomankepada peraturan presiden Nomor sg i;"iib23 tentang perubahan
Atas Peraturan presiden Nomor 33 Tah;-r6'ti'tentang standar HargaSatuan Regional, dengan besaran 

".U"gJ UJi,rt,

KEDUA
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KELIMA

KEENAM

a. Narasumber Pejabat Eselon ll/yang disetarakan, Rp1.000.00O,-
liam.

b. Narasumber Pejabat Eselon III/yang disetaralan,
Rp9O0.000,-/jam.

c. Moderator Rp 700.000,-/jam.
d. Pembawa Acara Rp 40O.O0O,-/jam.

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum
Sekretariat Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan
perundang-undangan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan
berakhirnya kegiatan Rapat Koordinasi, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di lqlukbetung
pada tanggal d -// - 2024
Pj.

Tembusan:
1. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepal.a Badan Pengelol,aan Keuanga! dan ABet Daerah Provinsi Larnpung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Komunikasi lnformasi dan Statistik provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Panitia yang bersangkutan.


